SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 43 TAHUN 2015

TENTANG

PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BALI,

Daerah, berdasarkan kemampuan keuangan daerah
dengan memperhatikan .~ aspek transparansi,
akuntabilitas, efisiensi, efektifitas, kepatutan dan
kewajaran serta rasicnalitas sesuai kebutuhan nyata;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, Peraturan Gubernur Balj
Nomor 51 Tzhun 2014 tentang Perjalanan Dinas dj
Lingkungan Pemerintah Provinsj Bali sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Gubernur Balj Nomor 15
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas  Peraturan
Gubernur Balj Nomor 51 Tahun 2014 tentang
Perjalanan Dinas dj Lingkungan Pemerintah Provinsi
Bali  menjadi tidak  sesuaj dengan  dinamika
perkembangan pengaturan dalam peraturan perundang-
undangan saa- inj sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dzlam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perjalanan
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Balj;

I, Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indcnesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1649);
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: Undang~Undang Boior™ 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
: Undang-Undang Nomor ] Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesig Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 43585);
! Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomoy: 4400);

.Undang-Undang Normor 12 Tahun 201 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang—undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

; Unclang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 9494
: Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daereh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2587) sebagaimana
telah diubah beberapa kalj terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang~Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoniesia Nomor S5657);
. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangzn Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor-71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntans; Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S51695)

)
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 201] tentang Perubaran Kedua Atag Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan

Laporan Pr:rtanggungjuwaban Bendahara serta
Penyampajannya;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ] Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Beritg
Negara Republik Indonesi: Tahun 2014 Nomor 32).

13. Peraturar Menteri Dalem Negeri Nomor 11 Tahun 2071
tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi
Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

14. Peraturan Daerah Provinsi Balj: Nomor § Tahun 2014
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Balj Tahun 2014 Nomor 8§,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor i)

MEMUTUSKAN:

tapkan © PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERJALANAN DINAS Di
LINGKUNGAN PEMZRINTAH PROVINS] BALI.

BAR |
KETENTU/\N UMUM
Pasal 1|

Dalam Peraturan Gubernur Ini, yang dimaksud dengan :
L. Pemerintah Provins;j adalah Pernerin-ah Provinsi Balj.
2. Gubernur adalah Guberriur Balj.

3. Pejabat Negara, Pzgawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak
Tetap adalah Pejzbat Negara, Pegawaji Negeri Sipil dan
Pegawai Tidak Tetap yang diberj tugas untuk
melaksanakan kewenangan pemerintahan Provins;j Bali.
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10.

1T,

12.

13.

Pimpinan dan Anggota DPR[) adalah Ketua, Waki] Ketua
dan Anggota DPRD Provins;j Bali.

Pegawaj Negeri Sipil adalah Pegawaj Negeri Sipi dan
Calon Pegawaj Negeri Sipii Provinsi Bali.

Pejabat Yang berwenang adalah pejabat yang berwenang
untuk memberikan  Syrat Perintah Tugas dan
menerbitkan  Syrat Perintah Perjalanan

selanjutnya d:sebut dengan Sppp terkait

pelaksanaan berjalanan dinas dj lingkungan Pemerintah
Provinsi Balj.

Kuasa Pengguna Anggarzn yang selanjutnya disingkat
KPA  adalah Pejabat Yang  diberiy degsss
melaksanakan sebagaian kewenangan PA
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKpPp.

untuk
dalam

- Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilaksanakan

oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD,
Pegawaj Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap serta orang
pribadi darj tempat kedud-akan kantor ke tempat tujuan
dan kembal; ke tempat kedudukan Semula untyk
kepentingan Pemerintah Provinsi Balj.

Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawaij Negeri Sipil,
Pegawai Tidak Tetap yang ditugaskan oleh pejabat yang
berwenang melakukan perjalanan dinas untuk
kepentingan Pemerintah Provinsi Balj.

kepentingan Pemerintah Provinsi Bajj

kedudukan ke tempat yang dituju dar. kembali ke tempat
kedudukan semula

Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan
dinasyang dilaksanakan dj luar Wilayah Kota Denpasar,
Kantor Perwakilan Pemerin:ah Provinsi Bal; di Jakarta,
Serta unit kerja yang berada dilyar Wilayah Kotg
Denpasar dalam radius lebih dari 10 (sepuluh) kilometer
dari tempat kedudukan kantor
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14,

,
15

16.

175

18.

19,

20.

21.

Perjalanan Dinag Luar Daerah adalah perjalanan dinas
keluar Wilayah Provinsi Bali, dan bagi Kantor Perwakilan
Pemerintah Provinsi Bali gj Jakarta ada]

ah perjalanan
dinas keluar Wilayah DK] Jakarta.

Perjalanan  Dinas Luar  Negeri adalah kegiatan
per_jalanan/kunjungan kerja ke Nnegara-negara yang
memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh
pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Balj,
dan pimpinan serta anggota. DPRD Provins;j Bali dalam
rangka efektifitas penyelenggaraar pPemerintahan.

Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung

terlebih dahuly (pre-calculated amount) dan dibayarkan
sekaligus.

Biaya riil freqq cost) adalah biaya yang dikeluarkansesyg;

dengan buky; pengeluaran yang sah,

Bukti pengeluaran yang Sah adalah bertanggungjawaban
pelaksanaan kegiatan berupa Surat Perintah Tugas, Surat
Perintah Perjalanan Dingsg dan kuitansi/tandg bukti
penerimaan biaya perjalanan dinas atas

nama yang
melaksanakan perjalanan dinas.

Surat Permohonan jin Perjalanan Dinas Luar Negeri yang
selanjutnya disebut Surat Permohonan adalah Surat
Permohonan Perjalanan Dinas bagi  Pejabat Negara,
Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawaj Negeri Sipil serta
Pegawai Tidak Tetap dj lingkungan Pemerintah Provins;j

Bali serta orang pribadi untuk kepentingan Pemerintah
Provinsi Balj.

Surat Perintah Tugas adalah perintah Yang diberikan
kepada pejabat N€gara, pimpinan dan anggota DPRD,
Pegawai Negeri Sipil, pPegawai tidak tetap serta orang
pribadi oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan
perjalanan dinas.

Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebyt
SPPD adalah sural perintah kepada pejabat negara,
pimpinan dan anggota DPRD, pegawai negeri sipil,
pegawai  tidak tetap  dan orang  pribadi untuk
melaksanakan perjalanan dinas,

Perhitungan Rampung  adalah perhitungan biaya
perjalanan dinas yang dinitung sesuaij kebutuhan rij]
berdasarkan ketentuan yang berlaku.
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BAB []
JENIS PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Perjalanan Dinas terdiri darj -
a. Perjalanan dinasjabatan; dan
b. Perjalanan dinas pindah.

(1) Perjalanan dinas jabatan merupakan Perjalanan dinas
untuk kepentingan Pemerirtah Provinsi Bali, darj
tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali
ke tempat kedudukan s=mula.

(2) Perjalanan dinasjabatan sebagaimang dimaksud pada

ayat (1) termasuk ptla perjalanan Yang dilakukan
dalam ha] :

a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada
Jabatan:

b. mengikuti rapat, seminar, koordinasi, konsultasj
dan sejenisnya; %

C. menempuh Ujian dinas/ujian Jabatan;

d. memperoleh pengcbatan berdasarkan surat
keterangan dokter karena mendapat cederg pada
waktu/karena melaxukan tugas ;

€. mengikuti pendidikar. dan pelatihan;

f, menjemput/mengantarkan ke tempat Pemakaman
Jenasah Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan
Anggota DPRD dan PNS yang meninggal dunia
dalam melakukan pesjalanan dinas.

BAB II1

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 4

Biaya Perjalanan dinas Jabatan terdiri atas komponen
sebagal berikut -

&. uang harian;

b. biaya transportasi;

. biaya penginapan:

+uang representas;;

- sewa kendaraan dalam kcta; dan/atauy
biaya menjemput dan mengantar jenasah

£
d
&
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(1)

Pasal 5

Uang Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasa] 4
huruf a, terdir; atas

a. uang makan
b. uang saku; dan
€. uang transportas;j Lokal

Uang Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasa] 5
ayat (1) huruf g dan/atau ¢ yang ditanggung oleh
penyelenggara dipotong sebesar 25% dari pagu.

Besaran Satuan Doiaya vang harian Perjalanan dinas
sebagaimana tercantum dalam Lampiran i yang
merupakan Jagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur inj

Pasal 6
Biaya transportasj sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 huruf b, terdiri aras :

a. Perjalanan Dinas darj tempat kerja/kedudukan/
tempat tinggal Sampai  tempat keberangkatan

(terminal bus/stasiun/ bandara/ pelabuhan
ke berangkatan/pocl kendaraan travel) dan
scbaliknya;

b. Perjalanan Dinas dar;j tempat kedatangan (terminal
bus/stasiun/ bandara, pelabuhan
keberangkatan/’pool kendaraan travel) ke tempat
tWuan dan sebalikriva:

c. Retribusi/az’rpon tax dan Sejenisnyayang dipungut dj
terminal bus/stasiy n/bandar udara/pelabuhan
keberangkatan dan kepulangan: dan

d. biaya transportasj bagi perjalanan dinas yang
dilakukan lsbih dari j (satu) lempatl (ujuan dalam
sehari, yang diberikan sesuaj dengan biaya yang
dibutuhkan dalam menempuh  tempat twuan dan
dirinci berdasarkan kebutuhan rij].

Besaran satuan biaya Lang transportasi perjalanan
dinas sebagaimanga tercanum dalam Lampiran 1],

Pasal 7

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 huruf c, merupakan biaya yang diperlukan untuk
menginap di hotel atay -€mpat penginapan.
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(2) Ketentuan pemberizn biaya benginapan adalah

a. diberikan berdaszarkan Jumlah harj yang digunakan;

b. diberikan paling banyak 2 (dua) hari untuk
menunggu alat fransportasi lanjutan, dalam hal
Perjalanan dingg harus berpindah/berganti dari alat
angkutan yang satu ke glat angkutan yang lain;

¢. diberikan paling lama 10 (sepuluh) harj di tempat,
apabila yang bersangkutan jatuh sakit/kecelakaan
saat melaksanakan perjalanan dinas; dan

d. diberikan kepacg Pejabat/Pegawai dan/atay
Pimpinan/Anggota DPRD yang mengikutj
pendidikan/kursus,/’workshop/seminar/ pelatihan/
bimbiﬁgan teknis yang diselenggarakan oleh
organisasi di luar Pemerintah Daerah, sebanyak hari
penyelenggaraan, dengan ketentuan Panitia
Penyelenggara tidak menyediakan penginapan.

(3) Dalam ha] Pelaksana sppp tidak Mmenggunakan biaya
peénginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berlaky ketentuan sebagai berikyt -

a. Pelaksana Sppp diberikan biaya penginapan sebesar
30% (tiga puluh Fersen) dari biaya penginapan dj

kota tempat tujuan: dan

b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud
dalamhuruyf a, dibayarkan Secara lumpsum,

(4) Besaran satuan Diava penginapan perjalanan
dinassebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum
dalam Lampiran .

(5) Besaran biaya benginapan ntyk tingkat A dapat
dibayarkan melampauy; yang  tercantum pada
Lampiran |1 dalam Peraturan Gubernur inj apabilg
terkait dengan acarg keprotokolan atau aturan tertenty

Pasa; 8

Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf 4, dapat diberikan kezada Gubernur, waki
Gubernur, Pejabat Eselon [, Pimpinan dan Anggota DPRD
serta Pejabat Eselon I, selama melakukan perjalanan
dinas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I11.

281




(1)

Pasal 9

Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 Furuf e, dapat diberikan kepada
Gubernur dan Wakil  Gubernyr untuk  keperluan
pelaksanaan tugas di tempat tujuan.

Sewa kendaraan dalam kota dapat diperuntukkan bagi
pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas
tinggi, berskala besar,secara kolektif, bertaraf nasional,
bersifat insidentil dan tidak tersedia kendaraan dinas
Seérta dilakukan Se€cara selektif dan efisien, sudah

termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak,
dan pajak.

Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud
dalam Pasa] 4 huruf e, diberikan untuk keperluan
pelaksanaan tugas di dalam kotg Nusa Penida.

Satuan biaya sewg kendaraan dimaksud sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran v Peraturan Gubernur ni, dibayarkan Secara

Pasal 10
Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf [, meliputi :
a. biaya bagi penjemput/pengantar;
b. biaya pemetian; dan
C. biaya angkutan Jenazah.,

Besaran satuan biaya pemetian dan angkutan Jenazah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran vi Peraturan Gubernur inj,

Pasal 11

Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 huruf a, digolongkan dalam S (lima)

tingkat, yaitu:

a. Tingkat A untuk Gubernur, Waki] Gubernur, Ketug
DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan Pejabat Eselon I;

b. Tingkat B untuk Anggota DPRD dan Pejabat Eselon 1,

¢. Tingkat C untuk Pejabat Eselon ll1, Pejabat Eselon 1V,
dan Pejabat Fungsional Gclongan 1V;

d. Tingkat D untuk PNS Golongan IV, Golongan 1II dan
Pejabat Fungsional Golongan I1I;

. Tingkat E untuk PNS Golongan 1l dan |
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(2)

(1)

(1)

Biaya Perjalanan  (jjnas bagi Pejabat Negara
disamakan/disetarakan dengan Perjalanan dinas bagi
Pegawaj Negeri Sipil Tingkat A.

Penyetaraan tingkat biava perjalanan dinas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk Pegawai Tidak Tetap/Non
PNS/orang pribadi yang melakukan perjalanan dinas
untuk kepentingan Daerah, ditetapkan dengan
Keputusan dan atas persetujuan PA/KPA, sesuaj dengan
tingkat pendidikan/kepatutan/profesi/ tugas yang
bersangkutan.

BAB 1v

TATA CARA PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 12

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawaj
Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap serta orang pribadj
yang akan melaksanakan Perjalanan dinas wajib
terlebih  dahyjy mendapat - Persetujuan dan atau
perintah darj pejabat vang berwenang.

Persetujuan perintah  darj pejabat yang berwenang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk
Surat Perintah Tuges dari pejabat yang berWGnang
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, VIil-a dan
SPPD  darj pejabat yang berWenang sebagaimana
tercantum dalam Lampiran viI)

Pasal 13
Pejabat yang berwcnang memberikan Syrat Perintah
Tugas adalah sebagai berikuyt -
a. Gubernur bagi :

1. Gubernur :
2. Wakil Gubernur : dan
3. Sekretaris Daerah.
b. Ketua DPRD bagi :
1. Ketua;
2. Wakil Ketua; dan;
S, Anggota;
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(2)

Ci

Sekretaris Daerah bagi :

I Para Asisten;

Staf Ahli;

3. Sekretaris DPRD;

4 Inspektur;

S. Kepala Bappeda:

6. Kepala Dinas Daerah;

7. Kepala Lembagza Teknis Daerah;
8. Kepala Biro;

N

. Kepala Biro bagi Star bawahannya dan orang pribadi;

dan

Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Bappeda, Kepala
Dinas Daerah, Kepaia Lembaga Teknis Daerah, bagi
staf bawahannya den orang pribadi sesuaj dengan
maksud dan tujuan perjalanan dj lingkungannya
masing masing.

Pejabat vang berwenang menerbitkan Sppp adalah
sebagai berikuyt -

a.

‘ol

Gubernur bagi :

1. Gubernur : )
2. Wakil Gubernur ; dan -
3. Sekretaris Daeral.

- Ketua DPRD bagi .

1. Ketua;
2. Waki] Ketua; can;
3. Anggota;

Sekretaris Daerah Dagi
1. Para Asisten:
2:x:9taf Ahli; dan
3. Sekretaris DPRD;

Asisten sesuaj bidangnya bagi :
1. Inspektur;
2. Kepala Bappeda;

3. Kepala Dinas Daerah;
4. Kepala Lembaga Teknis Daerah;
S.  Kepala Biro; dan

Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Bappeda, Kepala
Dinas Daerah, Kepala Lembaga Teknis Daerah,
Kepala Biro, bagi pejabat saty eselon dibawahnya
dan pejabat fungsional serra orang pribadi; dan
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f. Sekretaris, Kepala Bagian TU, Kepala Bagian Umum,
Kepala UPT, Kepala Bagian masing-masing Biro yang
membawahi Sub Bagian TU, wWaki] Direktur
Administrasi dan Sumber Daya, serta Kepala Sub
Bagian TU pada masing-masing SKPD bagi pejabat
satu eselon dibawahnya dan staf

Pasal 14

Penandatanganan Sppp tiba kembali dilaksanakan oleh -

a. Kepala Biro Umur dan Protokol bagi Gubernur, Wakil
Gubernur;

b. Sekretaris DPRD bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota
DPRD;

¢. Kepala Biro Umum dan Protokol bagi Sekretaris Daerah,
para Asisten, para Staf Ahli dan para Kepala Biro;

d. Sekretaris, Kabag. TU, Kabag Umum pada masing-
masing SKPD bagi Inspektur, Kepala Bappeda,

Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Daerah, Kepala Lembaga
Teknis Daerah; dan

€. Kasubag. Umum dan Kepegawaian/Kasubag. TU
masing-masing SKPD bagi kepala Lembaga Teknis
Daerah, Pejabat eselon III, eselon IV, pejabat fungsional
dan staf serta pegawai tidak tetap serta orang pribadi di
lingkungannya masing-masing.

Pasal 15

(1) Surat Perintah Tugas dan SPPD Mmerupakan sebagian
bukti pertanggungjawaban pelaksanaan Perjalanan
Dinas;

(2) Dalam SPPD tidak boleh ada penghapusan atau cacat-
cacat dalam tulisan, dalam hal ada perubahan-
perubahan dilakukan dengan coretan dan harus
dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang;

(3) Penghitungan besaran jumlah biaya perjalanan dinas
dicatat secara terperinci dalam lampiran SPPD;

(4) Pembebanan pembayaran biaya perjalanan dinas
dicantumkan pada lampiran SPPD, bukti tanda terima
uang perjalanan dinas dalam bentuk kuitansi dibubuhj
tanda tangan bendahara pengeluaran bersangkutan

serta tanda tangan yang akan melakukan perjalanan
dinas;
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(5)

Untuk perhitungan jurmlak har perjalanan dinas dalym
SPPD dicantumkan -

a. Tanggal berangizat dars tempat kedudukan/tcmpat
berada dan ditandatangani oleh  pejabat yang
berwenang;

b. Tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan
ditandatangani cleh pejabat dj tempat yang dituju;
dan

¢. Tanggal tiba kembali dj tempat  kedudukan dan
ditandatangani pejabat vang berwenang.

Biaya perjalanan dinas dibayarkan Secara lumpsum dan
real cost serta diperhitungkan Sesuai  jumlah hari
pelaksanaan tugas sebaga:mana dimaksud pada ayat
(5), yang dibuktikzn dengan melampirkan tiket dan
boarding pass, kecuali biaya pPenginapan diperhitungkan
sesual jumlah har menginap dan merupakan bukti
pertanggungjawabar pelaksanaan perjalanan dinas.

Pasal 16

Pejabat yang memberikan Surat Perintah

Tugasbertangoun javab atas efisiensi, efektivitas dan
g g8

ekonomis terhadap Felaksanaan perjalanan dings.

Pejabat yang memberikan Surat Perintah Tugas,
menerbitkan SPPD, dan Yang melakukan perjalanan
dinas bertanggungja*—:vab Sepenuhnya atags kerugian yang
diderita oleh Pemerintah Provinsi sebagai akibat dar
kesalahan, kelalaian =tay kealpaan,

Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan
sanksi berupa -

a. Tuntutan ganti kerugian daerah sesuaj dengan
peraturan perundang—undangan; dan

b. Hukuman administratif dan sanksi lainnya sesuaj
dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Biaya perjalanan dinas diterikan berdasarkan tingkat biaya
perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,
dengan ketentuan sebagei berikut:
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uang harian, sebagaimana dimaksud dalam Pasa] S

dibayarkan Secara  lumpsum dan merupakan batas
tertinggi;

biaya transportas;i, dibayarkan sesuai dengan biaya rii]
berdasarkan [asilitas [ransportasi;

biaya Pénginapan, dibayarkan sesuai dengan biaya rij]

)
uang representasi, dibayarkan Secara  lumpsum dap
Mmerupakan batag tertinggi;

sewa kendaraan dalam kota, dibayarkan sesuaj dengan
biaya rijl.

biaya pemetian Jenazah termasuk yang berhubungan
dengan pengruktiar_/pcngurusan Jenazah, dibayarkan
Sesuai dengan biaya riil; dan

Pasal 18

Perjalanan dinas iabatan untuk mengikuti rapat,
seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2) huruf b, apabila ditanggung Panitia
Penyelenggara, tidak dibebankan pada DPA/DPPA-SKPD
pelaksana SPPD.

Dalam hag] biaya perjalanan  dinas Jabatan untyuk
mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh Panitig
Penyelenggara, biava perjalanan  dings jabatan
dimaksud dibebankan pada DPA/DPPA-SKPD Pelaksana

Dalam hal perjalanan dinas Jabatan dilakukan secara
bersama-sama untuk  melaksanakan Suatu kegiatan
rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh Pelaksang SPPD
dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama,

Dalam hal biaya Penginapan pada hotel/penginapan

yang sama sebagaimana dimaxsud pada ayat (3) lebih
tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana
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(1)

(2)

Pasal 19

Biaya Perjalanan dipgg Jjabatan dibayarkan sebelum
pelaksanaan perjalanan dinas jabatan dilaksanakan

Dalam hg) Perjalanan dinas Jabatan harus scgera
dilaksanakan, biaya perjalanan dinas Jabatan
sebagaimang dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan
setelah perjalanan dinag selesai.

Pasal 20

Dalam hg) jumlah  harj perjalanan dinas jabatan
melebihi Jumlah harj yang ditetapkan dalam Surat
Perintah/SPPD, dapat diberikan tambahan uang harian,
biaya penginapan, uang fepresentasi, dan sewa
kendaraan dalam kotg.

Tambahan uang harian, biaya Penginapan, uang
I€presen-as;i, dan  sewa kendaraagn dalam kota
Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan
kepada PA/KPA untuk mendapat persetujuan, dengan
melampirkan dokumen berupa:

a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari
Syah bandar/Kepala Baxidara/Perusahaan Jasa
Transportasi; dan/atay

Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), PA/KPA membebankan biaya tambahan uang
harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa

kendaraan dalam  kotg pada DPA/DPPA—SKPD
berkenaan.

Tambahzn uang  harian, biaya penginapan, uang
répresentas;, dan sewa  kendaraan dalam kota
sebagaimang dimaksud pada ayat (1), tidak dapat
dipertimbangkan untuk  perjalanan dinas jabatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), huruf d,
hurufe dan huruf 1,

Dalam ha] jumlah harj Perjalanan dinag Jabatan kurang
dari  jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD,
Pelaksana sppp harus mengembalikan kelebihan uang
harian, biaya Penginapan, uang répresentasi, dan sewa
kendaraan dalam kota yang telah diterimanya kepada
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembanty,
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Pasal 21

Biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada DPA/DPpa -
SKPD penerbit SPPD,

BAB v
PERJALANAN DINAS PINDAH

Pasal 22

Perjalanan dinas pindah sebagaimang dimaksud dalam

Pasal 2 huruf b, dapat dilaksanakan oleh Pelaksang

SPPD beserta keluarga vang sah.

Perjalanan dinas pir.da), dilakukan dalam rangka:

a. pindah tugas darj tempat kedudukan yang lama ke
témpat tujuan pindah;

b, pemulangan PNS vang diberhentikan dengan hormat
dengan hak pensiun atay mendapat uang tunggu darj
tempar kedudukan ke tempat tujuan menetap;

C. pemulangan keluarga yang sah dari PpPNg yang
meningga’ dunia dari tempat tugas terakhir ke tempat
tujuan menetap; dan

d. pengembalian PNS yang mendapat vang tunggu darj
tempat <edudukan ke tempat tWuan, vang
ditentukan untyl dipekerjakan kembalj,

Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), terd:ri dari:

a. isteri/suami yang szh sesuaj ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. anak ke‘mdung belum pernah menikah, dan tidak
Mempunyai penghasilan sendiri;

c. anak kandung yang berumur tidak lebih dari 25
tahun pada wakty berangkat dan/atau belum pernah
menikah dan/atay tidak mempunyaj penghasilan:
dan

d. anak kandung yang berumur lebih dari 25 (dug
puluh I:ma) tahun, yang menurut surat keterangan
dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab dia
tidak dapat Mmempunyai penghasilan sendiri.
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Pasal 223

Perjalanan dinas pindah oleh Pelaksana Sppp dilakukan
berdasarkan Keputusan Pindah.

Keputusan Pindah scbagaimang dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang, sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi dasar diterbitkannya SPPD.,

SPPD sebagaimana dimaksud tada ayat (3) dibuat

Sesual dengan format sebagaimanag tercantum dalam
Lampiran vijj Perataran Gubernur inj.

Pasal 24

Biaya perjalanan diras pindah terdiri atas komponen
scbagai berikyt:

a. biaya transportas;j Pegawaj;

b. biaya transportasi keluarga;

C. biaya bPsngepakar. barang.

Biaya perialanan dinas pindah sedagaimana dimaksud
pada ayat (1) d:bavarkan S€cara  lumpsum dan
Mmerupzkan batasg tertinggi.

Biaya transport  dan biaya transport keluarga
sebagaimana dimaksucl pada avat (1) huruf a dan b
merupakan biaya vang diperlukan untuk transport
dari/keterminal bis/stasiun/bandara/pclabuhan.

Komponen biaya perjalanan dinas pindah sebagaimanag
dimaksud pada ayat 1) tercartum dalam Lampiran
Peraturan Gubernyr Ini.

Pasal 25

Perjalanan dinag pindah Yang dilaktkan dalam rangka
pindah tugas atas pPermir.taan sendiri, tidak diberikan biaya
perjalanan dinas.

(1)

Pasal 26

Biaya perjalanan dinas pindah dibebankan pada
DPA/DPPA-SKPD

Satuanvolumepengepakzmbarang yang digunakan
sebagai dasar perhitungan tercantum dalam Lampiran v
Peraturan Gubernur ini.
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BAB VI

PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 27

(1) Dalam ha terjadi pembatalap pelaksanaan perjalanan

dinas jabatan, biava p¢mbatalan dapat dibebankan pada
DPA-SKPD berkenaan.

(2) Dokumen yang haryg dilampirkan dalam rangka
pembebanan biaya pembatalan sebagaimang dimaksud
pada ayat (1), meliputi:

a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan
Dinas Jabatan oleh  Pejabat yang berwenang
menerbizkan Surag Perintah, yang dibuat sesyaj
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X1,
sebagai bagian vang tidek terpisahkan darj Peraturan
Gubernur ini;

b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan

Perjalanan Dinag Jabatan, yang dibuat sesyaj format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII-a,

G, Pemyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya
transportas; dan/atau -biaya penginapan dar;
perusahaan jasa transportas;j dan/atay Peénginapan
yang disahkan oleh PA/KPA.

(3) Biaya pembatalan Yang dapat dibebankan pada DPA-
SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliput;j
a. biaya pPembatalan ket transportasi atay biaya
penginapan atay pPengeluaran rij lainnya;: dan/atauy
b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atay
biaya Pénginapan yang tidak dapat
dikembalikan/ refuna.

BAB V]|

PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 28

Dalam wakty paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah
perjalanan dinas dilaksanakan, Pelaksana Surat Perintah
Tugas, Secepatnya mempertanggungjawabkan SPPD yang
telah dibubyhj catatan, tanggal tipa kembali dan tanda
tangan pejabat yang berwenang,’pejabat lain disampaikan
kepada Pemberi Tugas PA /KPA.

291




Pasal 29

(1) Pertanggur.gjawaban biaya perjalanan dinas jabatan

dilampiri dokumen :

a. Surat Perintah Tugas yang sah dari Pejabat yang

berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasa]l 12
ayat (2);

C. bukti tiket pesawat/kapal air/kereta/bus, bukti biaya
masuk/re tribusiy airport tax bandar udara,
pelabuhan/stasiun kereta/termina] bus pergi pulang,
dan/atay buktj bPembayaran moda] transportas;i
lainnya yang berkaitan dengan biaya transportas;i:

d. bukti pPembayaran uang harian dan uang representas;j
berupa kuitans; pPenerimaan uang harian dan/atay
uang representas;j yang diketahui oleh PA/KPA;

€. bwleti pembayaran yang sah untuk sewg kendaraan
dalam ko-g atau sewa kendaraan ke luar kota, berupg
kwitansi atay bukti pembayaran lainnya;

[. bukti pembayaran hote] atau tempat menginap

lainnya berupa kuitans;j atau  buktj pembayaran
lainnya; dan

g. daftar pengeluaran  rij] Sesuai  dengan format
sebagaimana tercartum dalam Lampiran XIl, sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur inj.

Pasal 30

Pertanggungjawaban braya perjalanan  dinas pindah
dilampiri dokumen -

a.
b.

fotokopi Keputusan Pindah;

SPPD yang telah ditandatanganj Pejabat yang
berwenang;

kuitansi/bukti Pénerimaan untuk uang harian;

kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya transportasi:
dan

kuitansi/buk= Pénerimaan untuk biaya pengepakan
barang.
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(1)

Pasal 31

PA/KPA melakukan perhitungan ra mpung seluruh buleg
pengeluaran biaya perjalanan dinas dan disampaikan

kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu.

PA /KPA berwenang untuk menilai  kesesuaian dan
kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar
pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

PA /KPA mengesahkan huktj pengeluaran sebagaimana

dimaksud pada avat (1) dan menyampaikan kepada

Bendahara Pengelua ran/Bendahara Pengeluaran

Pembanty sedagai Pertanggungjawaban UPp.

Perhitungan rampur.g sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran X[V yang merupakan
bagian tidak terpisahkan darj Peraturan Gubernur ni

BAB VIII
PERJALANAN DINAS LUAR NEGER]

FPasal 32

Perjalanan dinas luar negeri dilakukan dalam rangka :

a. Pendidikan dan pelatihan (training);

b, Studi banding;

C. Seminar/loka karyva/konferensi atau sejenisnya;
d. Promosi potensi daerah;

€. Kerjasama daerah dengan pihak luar negeri; dan
f Kunjungan persahabatan/kebuda_yaan‘

Perjalanan dinas Yang berkaitan dengan pertemuan
Internasional den Penandatanganan perjanjian
Internasional harus mendapat pertimbangan Menteri
Dalam Neger;.
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(1)

BAB IX
DOKUMEN PERJALANAN DINAS LUAR NEGER]

Pasal 33

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawaji
Negeri Sipil, serta orang pribadi yang melakukan
Perjalanan  dinag luar  negeri untuk kepentingan
Pemerintah Provinsi Balj harus memiljki

perjalanan dinas luar neger;i.

dokumen

Dokumen perjalanan dinac luar neger;

sebagaimanag
dimaksud pada ayat (1) meliputi ;

a. Surat ljin Pemerintah;

b.  Paspcr dinas (service passport) yang diterbitkan
oleh instansi berwenang;

e Exr Pzrmit; dan

Visa sesuaj dengan peraturan perundang-undangan.
BAB X

TATA CARA PELAKSANAAN
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 34

Gubernur mengajukan Surat Permohonan kepada
Menteri Dalam Nege-: bagi pejabat Negar
dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, serta orang

pribadi vang akan melakukan perjalanan dinas luar
negeri.

a, Pimpinan

Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memuat :

a. Nama, NIP dan Jabatan PNS;

b. Nama dan Profesi bagi orarg pribadi;
¢. Tujuan perjalanan dinas luar negeri;
d. Negara dan Kota yang dituju;

e. Waktu pelaksanaan; dan

f. Sumber pembiayaan,
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Pasa. 35

(1) Surat Permohonan sebagaimang dimaksud dalam
Pasal 34 dilengkapi dengan dokumen pendukung
sebagaimana lercantum dalam Lampiran X, vang tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(2) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai
Negeri Sipil serts orang pribadj yang melakukan
perjalanen  dinas luar negeri bertanggungjawab
Sepenuihnya atas kerugian rang diderita oleh daerah,
sebagai akibat darj kesalahan/kelalaian atau kealpaan
yang bersangkutan dalam hubungan dengan perjalanan
dinas luar negeri.

Pasal 36

(1) Untuk mendapat rékomendasi perjalanan dinas luar
negeri  Suyrat Permohonan sebagaimang dimaksud
pada Pasal 34 diterima oleh Menteri Dalam Negeri
selambat~lambatnya 14 (empat belas) harj kerja
sebelum: keberangkatan kecuali untuk hal-hal yang
sangat mendesak.

(2) Rekomendasi perjalanan dinas luar negeri sebagaimana

dimaksud pada  ayat (1)  digunakan sebagai
pertimbangan untuk mempercleh {jin pemerintah.

Pasal 37
(1)  Perjalanan dinas Juar negeri yang dilakukan secara
rombongan paling banyak 5 (lima) orang.
(2) Dalam hal tertente  perjalanan dinas luar negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Jumlahnya

disesuaikan dengan Jumlah vang tercantum dalam
dokumen pendukung.

Fasal 33
Jangka wakty pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri paling

lama 7 (tujuh) hari kalender atay sesuai dengan dokumen
pendukung.

Pasal 39
Pelaksanaan perjalanan dinas |uar negeri dengan jumlah

peserta  sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 dapat
dilakukan dengan pihak ketiga.
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BAB XI

PEMBIAYAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 40

(1) Biaya perjalanan dinas luar negeri bersumber dari :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara:
b.  Anggaran Pendzapatan dan Belanja Daerah; dan
c. Sumber-sumber lain yang sah.

(2) Biaya perjalanan dinas luar negeri terdiri dari :

a. Biaya angkutan/transportasi;

B Biaya airport tex;

& Biaya Pasport dan/atau biaya Visq;

e Biaya Fiscal; dan

e Uang harian (uang makan, vang saku, uang

transport lokal dan penginapan).

Pasal 41

Biaya perjalanan dinas luar negeri yang pembiayaannya
menjadi  beban pemerintah dan/atau instansi/lembaga
lainnya, maka pejabat  yang diperintahkan melakukan
perjalanan dinas luar negerl tidak dapat diberikan biaya
perjalanan dinas luar negeri atas beban APBD, kecualj
ditentukan lain.

Pasal 42

Biaya perjalanan dinas ‘uar negeri tidak dapat dibiayai oleh
pihak swasta, kecuali ditetapkan dalam dokumen pendukung.

Pasal 43

(1) Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri
sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan
Gubernur ini '

(2) Uang harian perjalanan dinas luar negeri sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Gubernur inj.
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BAB Xl11

PELAPORAN DAN PER'I‘ANGGUNGJAWABAN
PERJALANAN DINAS LUAR NEGER]

Pasal 44

(1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai
Negeri Sipil serta orang pribadi yang telah melakukan
perjalanan dinas luzr negeri, paling lama 15 (lima belas)
hari sejak kedatangan dj Indonesia wajib membuat
laporan tertulis hasi] perjalanan dinas luar negeri.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan olech Peabat Negara, Pimpinan dan Anggota
DPRD, Pzgawai Negeri Sipil serta orang pribadi kepada

Menteri Dalam Neger: melalui Gubernur, dan Pengguna

Anggarar.

Pasal 45

(1) Surat Ijin Pemerintah, Surat Tugas, SPPD, Exit Permit,
Visa, bukti pembayaran fiscal, tiket pesawat, boarding
pass, airport tax, dlaya akomodas;i serta  laporan
pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri, merupakan
bukti Pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas
luar nege-i.

(2) Satuan Biaya Tiket Pesawal Perjalanan Dinas Luar Negeri
sebagaimana tercantun. dalam Lampiran X Peraturan
Gubernur inj

(3) Bukti pertanggungjawalban pelaksanaan perjalanan dinas
luar negeri sebagaimana dimaksud bada ayat (1) dapat

5 S Y I
berupa perjanjian/kortrak kerja dengan pihak ketiga,
disertai laporan pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri.

Pasal 46

Pihak-pihak yang  melakukan  pemalsuan dokumen,
menaikkan dari harga sebenarnya  (mark up) dan atau
melaksanakan perjalanan dinas rangkap (dua kali atay lebih)
dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berakibat
pada kerugian Daecrah, bertanggungjawab sepenuhnya atas
seluruh tindakan yang dilakukan.
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BAB XliI
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 47

(1) PA/KPA menyelenggarakan pengend

alian internal terhadap
pelaksanaan perjalanan dinas.

(2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanaksn sesuai ketentuan peraturan

perundang-
undangan.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 48

(1) Pejabat penerbit  Surat Perintah Tugas sebagaimana
dimaksud calam Pasal 13 ayat (1) dapat memerintahkan
pihak lain untuk melakukan perjalanan dinas,

(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) yvang
melakukan perjalanan dinas

untuk kepentingan Daerah,
digolongkan dalam tinzkat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayzt (&)

(3) Tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban biaya

perjalanan dinas bagi pihak lain vang dilibatkan dalam

perjalanan dinas, berpedoman pada ¢

ala cara sebagaimana
diatur dalam Peraturan Gubern ur ini.

(4) PNS Golongan | dapar melakukan perjalanan dinas dalam
hal mendesak/khusus, apabila  tenaga  teknis tidak

diperoleh pada SKPD) yang bersanglkutan,

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 49

Pada saat Peraturan Gubernur  inj mulai  berlaky
Peraturan Gubernur Bal; Nomor 51 Tahun 2014 tentang
Perjalanan Dinas dj Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
(Berita Das=rah Provins; Bali Tahun 2014 Nomor 51)
sebagaimana telah diubih dengan Peraturan Gubernur
Bali Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Bal; Nomor 51 Tahun 2014 tentang
Perjalanan Dinas dj Lingkungan Pemerintah Provins; Bali
(Berita Daerah Provinsi Bal; Tahun 2015 Nomor 19);
dicabut dan dinvatakan tdak berlaku.
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Pasal 50

P~ - < - o, -
CthUI‘al"l Gubernur  ini ‘mulai  berlakuy pada tanggal
1 Januari 2016. o
Agar ctie ang '
g setiap orang mengetahuinya,
pengundangan Peraturan Gubernur inj de
dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

memerintahkan
ngan penempatannya

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 10 Agustus 2015

GUBERNUR BALI,
ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 10 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,
ttd
COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2015 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepal iro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali,

ayvan Sugiada, SH.MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19651231 198603 1 175
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